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Abastrak  
Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, 
sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca 

atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.Menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas 

pemberantasan korupsi, perlu partisipasi dan peran semua elemen bangsa, baik eksekutif, 
legislatif maupun yudikatif. Tidak ketinggalan dari unsur akademisi dan praktisi, juga sebagai 

kontrol sosial.Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan 

secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan begitu pula di wilayah 

provinsi Lampung. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui 
pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas 

dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya 

dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.Pada saat 
sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti 

kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak 

pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih 
kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.Kerjasama diperlukan baik dalam maupun dengan 

negara lain. Pelaksanaan kegiatan dan inisiatif yang dilakukan tersebut, kiranya dapat 

disampaikan kepada masyarakat secara luas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawan atas 
amanah masyarakat.Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua 

maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah 
menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat 

dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. 

 

Kata Kunci:PidanaKorupsi, Gratifikasi, Hukum, KPK 

 

Abstract 
Efforts to eradicate corruption have been carried out for a long time by using various methods, 

sanctions against perpetrators of corruption have been intensified, but almost every day we still 

read or hear news about corruption. Realizing that in carrying out the task of eradicating 

corruption, it is necessary to have the participation and role of all elements of the nation, both 

executive, legislative and judicial. Do not miss the elements of academics and practitioners, as 

well as social control. Law enforcement to eradicate corruption that has been done 
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conventionally has been proven to experience various obstacles, as well as in the province of 

Lampung. For this reason, an extraordinary law enforcement method is needed through the 

establishment of a special agency that has broad, independent and free authority from any power 

in the effort to eradicate corruption, whose implementation is carried out in an optimal, 

intensive, effective, professional and sustainable manner. At present the eradication of 

corruption has been carried out by various institutions such as the prosecutor's office and the 

police and other agencies related to the eradication of corruption, therefore the regulation of the 

authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in this law is carried out carefully. 

so that there is no overlap of authority with these various agencies. Cooperation is needed both 

within and with other countries. The implementation of the activities and initiatives carried out, 

presumably can be conveyed to the wider community as a form of accountability for the 

community's mandate. The widespread and systematic crime of corruption is also a violation of 

the social and economic rights of the community, and because of that, corruption can no longer 

be classified as an ordinary crime but has become an extraordinary crime. Likewise, in efforts to 

eradicate it, it can no longer be carried out normally, but extraordinary methods are required. 

 

Keywords: Corruption, Gratification, Law, KPK 

 

A. Pendahuluan 
 

Upaya pemberantasan korupsi sudah 

dilakukan sejak lama dengan 

menggunakan berbagai cara, sanksi 

terhadap pelaku korupsi sudah 

diperberat, namun hampir setiap hari kita 

masih membaca atau mendengar adanya 

berita mengenai korupsi. Berita 

mengenai operasi tangkap tangan (OTT) 

terhadap pelaku korupsi masih sering 

terjadi. Korupsi berakibat sangat 

berbahaya bagi kehidupan manusia, baik 

aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, 

ekonomi dan individu. Bahaya korupsi 

bagi kehidupan diibaratkan bahwa 

korupsi adalah seperti kanker dalam 

darah, sehingga si empunya badan harus 

selalu melakukan cuci darah terus 

menerus jika ia menginginkan dapat 

hidup terus. 

Menyadari bahwa dalam 

melaksanakan tugas pemberantasan 

korupsi, perlu partisipasi dan peran 

semua elemen bangsa, baik eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif. Tidak 

ketinggalan dari unsur akademisi dan 

praktisi, juga sebagai kontrol sosial. 

Kerjasama diperlukan baik dalam 

maupun dengan negara lain. Pelaksanaan 

kegiatan dan inisiatif yang dilakukan 

tersebut, kiranya dapat disampaikan 

kepada masyarakat secara luas sebagai 

salah satu bentuk pertanggungjawan atas 

amanah masyarakat. 

Tindak pidana korupsi di Indonesia 

sudah meluas dalam masyarakat begitu 

juga di provinsi Lampung. 

Perkembangannya terus meningkat dari 

tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus 

yang terjadi dan jumlah kerugian 

keuangan Negara maupun dari segi 

kualitas tindak pidana yang dilakukan 

semakin sistematis serta lingkupnya yang 

memasuki seluruh aspek kehidupan 

masyarakat juga bagi kehidupan 

masyarakat Lampung. Meningkatnya 

tindak pidana korupsi yang tidak 

terkendali akan membawa bencana tidak 

saja terhadap kehidupan perekonomian 

nasional tetapi juga pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada umumnya. 

Tindak pidana korupsi yang meluas dan 

sistematis juga merupakan pelanggaran 

terhadap hak-hak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, dan karena itu 

semua maka tindak pidana korupsi tidak 

lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan 

biasa melainkan telah menjadi suatu 
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kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam 

upaya pemberantasannya tidak lagi dapat 

dilakukan secara biasa, tetapi dituntut 

cara-cara yang luar biasa. 

Penegakan hukum untuk 

memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini 

terbukti mengalami berbagai hambatan 

begitu pula di wilayah provinsi 

Lampung. Untuk itu diperlukan metode 

penegakan hukum secara luar biasa 

melalui pembentukan suatu badan 

khusus yang mempunyai kewenangan 

luas, independen serta bebas dari 

kekuasaan manapun dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi, 

yang pelaksanaanya dilakukan secara 

optimal, intensif, efektif, profesional 

serta berkesinambungan.Pada saat 

sekarang pemberantasan tindak pidana 

korupsi sudah dilaksanakan oleh 

berbagai institusi seperti kejaksaan dan 

kepolisian dan badan-badan lain yang 

berkaitan dengan pemberantasan tindak 

pidana korupsi, oleh karena itu 

pengaturan kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 

undang-undang ini dilakukan secara 

berhati-hati agar tidak terjadi tumpang 

tindih kewenangan dengan berbagai 

instansi tersebut. 

Substansi penegakan hukum tindak 

pidana gratifikasi belum jelas 

pengaturannya, baik dalam undang-

undang tindak korupsi maupun dalam 

berbagai ketentuan lainnya. Hal ini 

disebabkan belum jelasnya pengaturan 

yang membedakan antara suap dan 

gratifikasi. Pada umumnya baik 

gratifikasi maupun suap memiliki 

keterkaitan dalam mempengaruhi 

kedudukan penyelengara negara. Dalam 

prakteknya, gratifikasi telah 

menimbulkan konsekuensi di bidang 

penegakan hukum karena terjadinya 

perbedaan penafsiran antar lembaga 

penegak hukum. 

Suatu gratifikasi atau pemberian 

hadiah dapat diklasifikasikan ke dalam 

suatu perbuatan pidana suap, khususnya 

pada seorang penyelenggara negara atau 

pegawai negeri adalah pada saat 

penyelenggara negara atau pegawai 

negeri tersebut melakukan tindakan 

menerima suatu gratifikasi atau 

pemberian hadiah dari pihak manapun 

sepanjang pemberian tersebut diberikan 

berhubungan dengan jabatan ataupun 

pekerjaannya. Sementara itu gratifikasi 

yang bukan tindak pidana harus 

memenuhi beberapa syarat 

yaitupenerima gratifikasi melaporkan 

kepada pihak berwenang dalam hal ini 

KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi),dilaporkan paling lambat 30 

(tiga puluh) hari setelah gratifikasi 

diterima,ditetapkan paling lambat 30(tiga 

puluh) hari terhitung sejak menerima 

laporan oleh KPK (Komisi 

Pemberantasan Korupsi) apakah milik 

penerima atau milik negara,penetapan 

dilakukan oleh pimpinan KPK (Komisi 

Pemberantasan Korupsi). 

Penanganan kasus korupsi perlu 

penanganan yang khusus, sehingga 

proses penyelidikan hingga proses 

penuntutanpun hanya terdapat satu 

lembaga yang diberikan kewenangan 

khusus untuk melakukan itu yaitu KPK 

(Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 

untuk proses selanjutnya yaitu proses 

dalam sidang pengadilan hingga 

penjatuhan pidana (vonis) adalah 

menjadi tugas dari hakim. Dalam sistem 

pembuktian kasus korupsi dikenal suatu 

sistem pembuktian terbalik, namun 

hanya dapat diterapkan terhadap delik 

yang berkenaan dengan gratifikasi yang 

berkaitan dengan suap, dengan nilai 

gratifikasi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah) atau lebih. Untuk gratifikasi 

yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000 

(sepuluh juta rupiah) maka pembuktian 

bahwa gratifikasi atau hadiah tersebut 

adalah suap dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum. 

METODE PENELITIAN 

 

Penulisan artikel ini menggunakan 

metode Analisis data dalam penelitian ini 
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menggunakan analisis kualitatif, artinya 

menguraikan data yang telah diolah 

secara rinci ke dalam bentuk kalimat-

kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif 

yang dilakukan bertitik tolak dari analisis 

yuridis empiris, yang dalam 

pendalamannya dilengkapi dengan 

analisis normative dan analisis 

komparatif dengan menggunakan bahan-

bahan hukum primer. 

Berdasarkanhasilanalisisditarikkesimp

ulansecarainduktif, yaitucaraberfikir 

yang didasarkan pada fakta-fakta yang 

bersifatkhususuntukkemudianditariksuat

ukesimpulan yang bersifatumum. 

 

B. Pembahasan 

a) Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum dapat menjamin 

kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era 

modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 

terlaksana, apabila berbagai dimensi 

kehidupan hukum selalu menjaga 

keselarasan, keseimbangan dan 

keserasian antara moralitas sipil yang 

didasarkan oleh nilai-nilai actual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai 

proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam rangka 

pencapaian tujuan adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana 

sebagai suatu sistem peradilan pidana. 

Penegakan hukum adalah suatu 

usaha untuk menanggulangi kejahatan 

secara rasional, memenuhi rasa keadilan 

dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap 

berbagai sarana sebagai reaksi yang 

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, 

berupa sarana pidana maupun non 

hukum pidana, yang dapat diintegrasikan 

satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi 

kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan 

pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang. 

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas 

menyatakan bahwa Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum. Dengan demikian 

pembangunan nasional dibidang hukum 

ditujukan agar masyarakat memperoleh 

kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum yang berintikan kebenaran dan 

keadilan serta memberikan rasa aman 

dan tentram.Negara Indonesia adalah 

negara hukum (recht staats), maka setiap 

orang yang melakukan tindak pidana 

harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya melalui proses hukum.  

Penegakan hukum mengandung 

makna bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, di mana larangan tersebut 

disertai dengan ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini 

ada hubungannya dengan asas legalitas, 

yang mana tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana melainkan telah diatur dalam 

undang-undang, maka bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut dan 

larangan tersebut sudah di atur dalam 

undang-undang, maka bagi para pelaku 

dapat dikenai sanksi atau hukuman, 

sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan 

kejadian itu, ada hubungan yang erat 

pula. 

Pidana adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 

Negara, yang mengadakandasar-dasar 

dan aturan-aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan 

yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman 

atau sanksi berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut; 

b. Menentukan dalam hal apa 

kepada mereka yang melanggar 

larangan-larangan itu dapat 

dikenakan atau dijatuhi pidana 
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sebagaimanayang telah 

diancamkan; 

c. Menentukan dengan cara 

bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila orang 

yang disangkakan telah 

melanggar larangan tersebut. 

Hukum pidana adalah hukum yang 

memuat peraturan-peraturan yang 

mengandung keharusan dan larangan 

terhadap pelanggarnya serta mengatur 

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-

kejahatan terhadap kepentingan umum, 

perbuatan yang diancam hukuman yang 

merupakan suatu penderitaan atau 

siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan 

bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu 

hukum yang mengandung norma-norma 

baru, melainkan hanya mengatur 

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-

kejahatan terhadap norma-norma hukum 

mengenai kepentingan umum. 

Penegakan hukum merupakan suatu 

usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya 

adalah proses perwujudan ide-

ide.Penegakan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum 

secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Menurut Soerjono Soekanto, 

penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan 

mengejewantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir 

untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.  

Penegakan hukum secara konkret 

adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktik sebagaimana seharusnya patut 

dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti 

memutuskan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin di 

taatinya hukum materiil dengan 

menggunakan cara procedural yang 

ditetapkan oleh hukum formal. 

Sebagai suatu proses yang bersifat 

sistemik, maka penegakan hukum pidana 

menampakkan diri sebagai penerapan 

hukum pidana (criminal law application) 

yang melibatkan pelbagai sub sistem 

struktural berupa aparat kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan 

pemasyarakatan. Termasuk didalamnya 

tentu saja lembaga penasehat hukum. 

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah 

dipandang dari 3 dimensi: 

1. Penerapan hukum dipandang 

sebagai sistem normatif 

(normative system) yaitu 

penerapan keseluruhan aturan 

hukum yang menggambarkan 

nilai-nilai sosialyang didukung 

oleh sanksi pidana. 

2. Penerapan hukum dipandang 

sebagai sistem administratif 

(administrative system) yang 

mencakup interaksi antara 

pelbagai aparatur penegak hukum 

yang merupakan sub sistem 

peradilan diatas. 

3. Penerapan hukum pidana 

merupakan sistem sosial (social 

system), dalam arti bahwa dalam 

mendefinisikan tindak pidana 

harus pula diperhitungkan 

pelbagai perspektif pemikiran 

yang ada dalam lapisan 

masyarakat. 

Gratifikasi baru dikenal dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

terdiri atas: 

Pertama, pada rumusan penjelasan 

Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, 

rumusan pasal-pasal tersebut tidak 

mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

tetapi langsung menyebut unsur-unsur 

yang terdapat dalam masing-masing 

pasal KUHP. Kedua, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan 

ketentuan mengenai Gratifikasi dalam 

Sistem Pembuktian Terbalik 

(Pembalikan Beban Pembuktian) yang 

terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 

C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 juga memberikan 

kewenangan untuk melakukan 

perampasan harta benda terdakwa yang 

diduga berasal dari salah satu tindak 

pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 

ayat (1). Perampasan harta benda 

terdakwa ini dapat dilakukan meskipun 

terdakwa telah meninggal dunia. 

 

b) Tindak Pidana 

 

Pada dasarnya tindak pidana 

merupakan suatu pengertian dasar dalam 

hukum pidana. Tindak pidana adalah 

suatu pengertian yuridis seperti halnya 

untuk memberikan definisi atau 

pengertian terhadap istilah hukum, maka 

bukanlah hal yang mudah untuk 

memberikan definisi atau pengertian 

terhadap istilah tindak 

pidana.Pembahasan hukum pidana 

dimaksudkan untuk memahami 

pengertian pidana sebagai sanksi atas 

delik, sedangkan pemidanaan berkaitan 

dengan dasar-dasar pembenaran 

pengenaan pidana serta teori-teori 

tentang tujuan pemidanaan. Perlu 

disampaikan di sini bahwa, pidana 

adalah merupakan suatu istilah yuridis 

yang mempunyai arti khusus sebagai 

terjemahan dari bahasa Belanda straf 

yang dapat diartikan sebagai hukuman. 

Secara kriminologis kejahatan atau 

tindak pidana adalah perbuatan yang 

melanggar norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat dan mendapatkan 

reaksi negatif dari masyarakat, dan 

secara psikologis kejahatan atau tindak 

pidana adalah perbuatan manusia yang 

abnormal yang bersifat melanggar 

hukum, yang disebabkan oleh faktor-

faktor kejiwaan dari pelaku perbuatan 

tersebut. Pembentuk undang-undang 

telah menggunakan perkataan 

strafbaarfeituntuk mengganti istilah 

tindak pidana di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa 

memberikan penjelasan tentang apa yang 

dimaksud dengan perkataan 

strafbaarfeit, sehingga timbullah di 

dalam doktrin berbagai pendapat tentang 

apa yang sebenarnya yang dimaksud 

dengan strafbaarfeit tersebut. 

Dihukum berarti diterapi hukuman 

baik hukum pidana maupun hukum 

perdata. Hukuman adalah hasil atau 

akibat dari penerapan hukum tadi yang 

maknanya lebih luas daripada pidana, 

sebab mencakup juga keputusan hakim 

dalam lapangan hukum perdata.Pidana 

berarti pengenaan penderitaan oleh 

negara kepada seseorang yang telah 

dipidana karena suatu kejahatan.Pidana 

harus mengandung penderitaan atau 

konsenkuensi-konsekuensi lain yang 

tidak menyenangkan, dikenakan kepada 

seseorang yang benar-benar atau 

disangka benar melakukan tindak pidana, 

dikenakan berhubung suatu tindak 

pidana yang melanggar ketentuan 

hukum, dilakukan dengan sengaja oleh 

selain pelaku tindak pidana, dijatuhkan 

dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai 

dengan ketentuan suatu sistemhukum 

yang dilanggar oleh tindak pidana 

tersebut. 

Sejalan dengan perumusan 

sebagaimana dikemukakan tersebut di 

atas mengatakan bahwa pidana adalah 

reaksi sosial yang pidana itu pada 

hakikatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-

akibat yang lain yang tak menyenangkan, 

pidana itu diberikan dengan sengaja oleh 

orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (oleh yang berwenang), 

pidana itu dikenakan kepada seseorang 

yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang-undang.Untuk 

mengenakan pidana itu harus dipenuhi 
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syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat 

tertentu ini lazimnya disebut dengan 

unsur-unsur tindak pidana. Jadiseseorang 

dapat dikenakan pidana apabila 

perbuatan yang dilakukan memenuhi 

syarat-syarat tindak pidana 

(strafbaarfeit). 

Pengertian unsur tindak pidana 

hendaknya dibedakan dari pengertian 

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 

tersebut dalam rumusan undang-undang. 

Pengertian yang pertama (unsur) ialah 

lebih luas dari pada kedua (unsur-

unsur).Setiap tindak pidana dalam KUHP 

pada umumnya dapat dijabarkan unsur-

unsurnya menjadi dua macam, yaitu 

unsur-unsur subyektif dan obyektif.Yang 

dimaksud dengan unsur-unsur subyektif 

adalah unsur-unsur yang melekat pada 

diri pelaku atau yang berhubungan 

dengan diri pelaku dan termasuk 

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan unsur obyektif itu 

adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan, 

yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-

unsur subyektif dari suatu tindak pidana 

itu adalah : 

1. Kesengajaan atau 

ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

2. Maksud atau voornemen pada 

suatu percobaan atau pogging 

seperti dimaksud dalam Pasal 53 

ayat (1) KUHP; 

3. Macam-macam maksud atau 

oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan-

kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-

lain; 

4. Merencanakan terlebih dahulu 

atau voorbedachte raad seperti 

misalnya terdapat di dalam 

kejahatan pembunuhan menurut 

Pasal 340 KUHP; 

5. Perasaaan takut atauv ress 

seperti yang antara lain terdapat 

di dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP. 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana 

adalah sifat melanggar hukum, kualitas 

pelaku, kausalitas, yakni hubungan 

antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan 

sebagai akibat.Berkaitan dengan 

pengertian unsur-unsur tindak pidana 

(strafbaarfeit) ada beberapa pendapat 

para sarjana mengenai pengertian 

unsur-unsur tindak pidana menurut 

aliran monistis dan menurut aliran 

dualistis. Baik aliran monistis maupun 

dualistis, tidak mempunyai perbedaan 

yang prinsipil dalam menentukan 

adanya pidana. Apabila orang 

menganut pendirian yang satu, 

hendaknya memegang pendirian itu 

secara konsekuen, agar tidak terjadi 

kekacauan pengertian. Bagi orangyang 

berpandangan monistis, seseorang yang 

melakukan tindak pidana sudah dapat 

dipidana, sedangkan bagi yang 

berpandangan dualistis, sama sekali 

belum mencukupi syarat untuk dipidana 

karena masih harus disertai syarat 

pertanggungjawaban pidana yang harus 

ada pada pembuat atau pelaku pidana. 

Jadi menurut pandangan dualistis 

semua syarat yang diperlukan untuk 

pengenaan pidana harus lengkap 

adanya. 

 

c) Gratifikasi 

 

Pemberian dalam arti luas, yakni 

meliputi pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 

lainnya. Gratifikasitersebut baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar 

negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik.Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat 

(1) menyatakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak 
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berlaku, jika penerima melaporkan 

gratifikasi yang diterimanya kepada 

Komisi PemberantasanTindak Pidana 

Korupsi. 

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi 

setiap gratifikasi kepada pegawai negeri 

atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, apabila berhubungan 

dengan jabatannya dan berlawanan 

dengan kewajiban atau 

tugasnya.Gratifikasi dalam bahasa latin 

gratberarti rasa syukur ataupun bisa 

berarti menyejahterakan jiwa. Jika 

diserap dalam bahasa inggris grat ada 

beberapa wujud atau bentuk kata yaitu 

congratulate, gratify, gratitude, dan 

gratuity.Kita coba ambil kata gratifyyang 

berarti memberi kebahagiaan atau 

kepuasan, atau memuaskan. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan 

TindakPidana Korupsi, tidak akan kita 

temukan yang namanya gratifikasi ini, 

kita hanya bisa menemukannya dalam 

undang-undang sesudahnya yaitu dalam 

pasal 12B ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999, dalam pasal tersebut 

juga tidak secara jelas menyebutkan 

definisi gratifikasi secara pasti, namun 

gatifikasi diberi pengertian dalam 

penjelasan atas pasal tersebut, yang 

menyebutkan bahwa gratifikasi itu yaitu 

pemberian dalam arti luas, yakni 

meliputi pemberian uangbarang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma dan fasilitas 

lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang 

diterima di dalam negeri maupun diluar 

negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik. 

Dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, mengatakan 

bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila 

berhubungan dengan jabatannya dan 

yang berlawanan dengan kewajibannya 

atau tugasnya.Gratifikasi atau pemberian 

hadiah berubah menjadi suatu perbuatan 

pidana suap khususnya pada seorang 

penyelenggara negara atau pegawai 

negeri adalah pada saat penyelenggara 

negara atau pegawai negeri tersebut 

melakukan tindakan menerima suatu 

gratifikasi atau pemberian hadiah dari 

pihak manapun sepanjang memenuhi 

beberapa unsur berikut : 

1. Menerima hadiah atau 

gratifikasi.  

2. Diterima oleh Pegawai 

Negeriatau Penyelenggara 

Negara. 

3. Hubungannya dengan 

jabatannya. 

4. Berlawanan dengan 

kewajibannya atau tugasnya. 

Dengan demikian dapat kita 

mengerti bahwa, seorang 

penyelenggaranegara atau pegawai 

negeri yang menerima suatu hadiah 

dalam hubungannya dengan jabatan serta 

mempengaruhi kewajiban dan tugasnya, 

maka hal ini dapat dikatakansebagai 

gratifikasisuap dan dimana suap ini 

dalam hal ini dinyatakansebagaisalah 

satu bentuktindak pidana korupsi.Salah 

satu kebiasaan yang berlaku umum di 

masyarakat adalah pemberian tanda 

terima kasih atas jasa yang telah 

diberikan oleh petugas, baik dalam 

bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini 

dapat menjadi suatu kebiasaan yang 

bersifat negatif dan dapat mengarah 

menjadi potensi perbuatan korupsi di 

kemudian hari. 

Gratifikasi berbeda dengan hadiah 

dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak 

terkait dengan kepentingan untuk 

memperoleh keputusan tertentu, tetapi 

motifnya lebih didasarkan pada 
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keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan 

mempengaruhi integritas, independensi 

dan objektivitasnya keputusan yang akan 

diambil seorang pejabat/penyelenggara 

negara terhadap sebuah hal. Didalam 

Pasal 12 B ayat (1) Nomor 31 Tahun 

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan gratifikasi adalah 

pemberian dalam arti luas yang meliputi 

pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 

lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar 

negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik. Pemikiran untuk 

menjaga kredibilitas seorang 

penyelenggara negara inilah yang 

menjadi landasan gratifikasi masuk 

dalam kategori delik suap dan diancam 

dengan sanksi pidana didalam ketentuan 

Pasal 12 B ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (1) yaitu setiap gratifikasi 

kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap,apabila berhubungan 

dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya dengan 

ketentuan: 

1. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi 

tersebut bukan merupakan suap 

dilakukan oleh penerima 

gratifikasi; 

2. Yang nilainya kurang dari 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah), pembuktian bahwa 

gratifikasi tersebut suap 

dilakukan oleh penuntut umum. 

Pidana bagi pegawai negeri atau 

penyelenggara negara adalah 

pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun, dan pidana 

denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

Untuk memahami pasal suap 

tentunya harus memahami pasal 

gratifikasi memahami pasal suap. Berikut 

kerangka peraturan perundang-undangan 

tindak pidana korupsi suap dan 

gratifikasi. Suap dan gratifikasi 

mengandung beberapa perbedaan yang di 

atur dalam peraturan yang juga berbeda 

antara lain. 

a. Suap diatur dalam : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (Wetboek van 

Strafrecht, Staatsblad 1915 No 

73). 

2. Undang-Undang Nomor 8 

tentang KUHAP 

3. Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap (Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1980). 

4. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi serta diatur pula 

dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

b. Sedangkan gratifikasi diatur 

dalam : 

1. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi serta diatur pula 

dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 



JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 2, No 2, (2022)  Fakultas Hukum Universitas HumammadiyahMetro 
ISSN: 2774-5317 (Print)   ISSN: 2774-3756 (Online) 

29 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 Tentang 

Pembendaharaan 

3. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 03/PMK.06/2011 

tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara yang Berasal 

dari Barang Rampasan Negara 

dan Barang Gratifikasi. 

4. Peraturan Tentang Pengelolaan 

Keuangan 

Definisi dari keduanya juga berbeda, 

suap mengandung definisi  barangsiapa 

menerima sesuatu atau janji, sedangkan 

ia mengetahui atau patut dapat menduga 

bahwa pemberian sesuatu atau janji itu 

dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu 

atau tidak berbuat sesuatu dalam 

tugasnya, yang berlawanan dengan 

kewenangan atau kewajibannya yang 

menyangkut kepentingan umum, 

dipidana karena menerima suap dengan 

pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) 

tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) 

(Pasal 3 UU 3 Tahun 1980).Sedangkan 

gratifikasi mengandung definisi 

pemberian dalam arti luas, yakni 

meliputi pemberian uang, barang, rabat 

(discount),komisi, pinjaman tanpa bunga, 

tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan,perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 

lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar 

negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 

12B Undang-Undang Pemberantasan 

Tipikor). 

Gratifikasi dapat dikenakan sanksi 

pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, 

dan pidana denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) (Pasal 12B ayat (2) 

UU Pemberantasan Tipikor).Batasan 

antara tindak pidana gratifikasi dan 

tindak pidana suap. Sebagaimana telah 

diuraikan pada bagian sub bab terdahulu 

bahwa membicarakan Tindak pidana 

gratifikasi dan unsur-unsur yang ada 

dalam tindak pidana tersebut 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 

B menjadi tumpang tindih dengan unsur 

yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 

ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 Huruf 

a,b,c undang-undang yang sama yaitu 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

 

d) Korupsi 

 

Korupsi merupakan kejahatan yang 

dilakukan dengan penuh perhitungan 

oleh mereka yang justru merasa sebagai 

kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi 

juga bisa dimungkinkan terjadi pada 

situasi dimana seseorang memegang 

suatu jabatan yang melibatkan 

pembagian sumber-sumber dana dan 

memilikikesempatan untuk 

menyalahgunakannya guna kepentingan 

pribadi.Korupsi sebagai perilaku yang 

menyimpang dari tugas formal sebagai 

pegawai publik untuk mendapatkan 

keuntungan finansial atau meningkatkan 

status. Selain itu, juga bisa diperoleh 

keuntungan secara material, emosional, 

atau pun symbol. 

Korupsi telah dikenal luas oleh 

masyarakat, tetapi definisinya belum 

tuntas dibukukan. Pengertian korupsi 

berevolusi pada tiap zaman, peradaban, 

dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda 

tergantung pada titik tekan dan 

pendekatannya, baik dari perspektif 

politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. 

Korupsi sebagai fenomena 

penyimpangan dalam kehidupan sosial, 

budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan 

sudah dikaji dan ditelaah secara kritis 

oleh banyak ilmuwan dan filosof. 

Korupsi sekalipun khusus terkait dengan 

penyuapan atau penyogokan, adalah 

istilah umum yang mencakup 
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penyalahgunaan wewenang sebagai hasil 

pertimbangan demi mengejar keuntungan 

pribadi. Dan tidak usah hanya dalam 

bentuk uang.Hal ini secara baik sekali 

dikemukakan oleh sebuah laporan 

pemerintah India tentang korupsi dalam 

arti yang seluas-luasnya, korupsi 

mencakup penyalahgunaan kekuasaan 

serta pengaruh jabatan atau kedudukan 

istimewa dalam masyarakat untuk 

maksud-maksud pribadi. 

Korupsi diartikan sebagai 

permintaan, persetujuan, atau 

penerimaan yang dilakukan oleh seorang 

pegawai negeri atau pejabat untuk 

dirinya sendiri atau orang lain atas suatu 

tawaran janji, hadiah, atau pemberian 

untuk melakukan, menunda, atau tidak 

melakukan suatu pekerjaan pada 

jabatannya.Korupsi adalahsuatu 

perbuatan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memberi keuntungan yang tidak 

sesuai dengan tugasnya dan hak-hak 

pribadi yang lain. Perbuatan seorang 

pejabat atau petugas hukum yang secara 

melanggar hukum dan secara salah 

menggunakan jabatannya atau 

kewenangannya untuk mendapatkan 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau 

untuk pihak lain secara berlawanan 

dengan tugasnya dan hak-hak pihak 

lain). 

Ditinjau dari sudut bahasa kata 

korupsi bisa berarti kemerosotan dari 

yang semua baik, sehat dan benar 

menjadi penyelewengan, busuk. Korupsi 

untuk perbuatan yang busuk, seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang 

sogok, dan sebagainya.Korupsi dari 

sudut pandang sosiologis dengan apabila 

seorang pegawai negeri menerima 

pemberian yang disodorkan oleh seorang 

swasta dengan maksud 

mempengaruhinya agar memberikan 

perhatian istimewa pada kepentingan-

kepentingan sipemberi.Korupsi dalam 

pengertian sosiologis sebagai 

penggunaan yang korup dari kekuasaan 

yang dialihkan, atau sebagai penggunaan 

secara diam-diam kekuasaan yang 

dialihkan berdasarkan wewenang yang 

melekat pada kekuasaan itu atau 

berdasarkan kemampuan formal, dengan 

merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli 

dan dengan menguntungkan orang luar 

atas dalil menggunakan kekuasaan itu 

dengan sah. 

Tingkah laku yang menyimpang dari 

tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara 

karena keuntungan status atau uang yang 

menyangkut pribadi (perorangan, 

keluarga dekat, kelompok sendiri), atau 

melanggar aturan-aturan pelaksanaan 

beberapa tingkah laku pribadi.Rumusan 

yuridis formal istilah korupsidi Indonesia 

ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi: 

a. 1) Setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang 

dapatmerugikan keuangan 

Negara atau perekonomian 

Negara. (2) Dalam hal tindak 

korupsi sebagai mana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan dalam 

keadaan tertentu, pidana mati 

dapat dijatuhkan. 

b. Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat 

merugikan keuntungan Negara 

atau perekonomian Negara. 

c. Setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 209, 210, 

387, 415, 416, 417, 418, 419, 

420, 423, 425, dan 435 KUHP. 

d. Setiap orang yang melanggar 

undang-undang yang secara 

tegas menyatakan bahwa 

pelanggaran terhadap ketentuan 

undang-undang tersebut sebagai 
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tindak pidana korupsi berlaku 

ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang ini. 

e. Setiap orang yang melakukan 

percobaan, pembantuan, atau 

permufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana 

korupsi, dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 

3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 

14. 

f. Setiap orang di luar wilayah 

Negara Republik Indonesia 

yang memberikan bantuan, 

kesempatan, sarana atau 

keterangan untuk terjadinya 

tindak pidanakorupsi 

dipidanadengan pidana yang 

sama sebagaimana pelaku 

tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai 

dengan Pasal 14. 

Kemudian dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi ada pemberantasan 

beberapa item yang digolongkan tindak 

pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 

sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 

misalnya memuat ketentuan tentang 

penyuapan terhadap pegawai negeri atau 

penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang 

penyuapan terhadap hakim dan advokat. 

Pasal 7 memuat tentang kecurangan 

dalam pengadaan barang atau 

pembangunan, dan seterusnya.Sebab-

sebab terjadinya korupsi diantaranya 

adalah: 

1) Kurangnya gaji atau pendapatan 

pegawai negeri di banding 

dengan kebutuhan sehari-hari 

yang semakin lama semakin 

meningkat. 

2) Ketidakberesan manajemen. 

3) Modernisasi 

4) Emosi mental 

5) Gabungan beberapa faktor. 

Korupsi tersebut dapat terjadi 

disebabkan oleh faktor-faktor yaitu 

sebagai berikut: 

1. Ketiadaan atau kelemahan 

kepemimpinan dalam posisi-

posisi kunci yang mampu 

memberikan ilham dan 

mempengaruhi tingkah laku 

yang menjinakkan korupsi, 

2. Kelemahan pengajaran-

pengajaran agama dan etika, 

3. Kolonialisme, 

4. Kurangnya pendidikan, 

5. Kemiskinan, 

6. Tiadanya hukuman yang keras, 

7. Kelangkaan lingkungan yang 

subur untuk perilaku anti 

korupsi, 

8. Struktur pemerintahan, 

9. Perubahan radikal, dan 

10. Keadaan masyarakat. 

Tiga faktor penyebab korupsi di 

Indonesia, yaitu konsumsi tinggi dan 

rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum 

bahwa masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat yang sangat konsumtif, tidak 

sedikit yang sampai shoppingke luar 

negeri sementara gaji pegawai rata-rata 

di Indonesia hanya cukup dua 

minggu.Nasib dua minggu berikutnya 

tergantung dari kreatifitasnya masing-

masing yang salah satu kreatifitas 

tersebut dengan melakukan KKN. 

Pengawasan pembangunan yang tidak 

efektif. Karena pengawasan 

pembangunan yang lemah maka 

membuka peluang yang seluas-luasnya 

untuk melakukan penyalahgunaan 

semisal mark up dan lain sebagainya, dan 

ketiga, sikap serakah pejabat. 

Meskipun KKN terjadi disebabkan 

tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri 

lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan 

lebih mendasar yang 

menyebabkanterjadinya korupsi, yaitu 

sistem pembangunan yang keliru. 

Kesalahan terbesar pemerintah orde lama 

yang kemudian diteruskan orde baru 

adalah menerapkan sistem pembangunan 
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yang keliru, yaitu mengikuti secara 

membabi buta intervensi Barat. 

Kerancuan institusi kenegaraan. 

Tumpang tindihnya fungsi dan peran 

institusi Negara menyuburkan praktek 

KKN di Indonesia. Dan ketiga, tidak 

tegaknya supremasi hukum.Hukum 

hanya tegak ketika berhadapan dengan 

orang kecil seperti pencuri ayam tetapi 

hukum bisu ketika harus berhadapan 

orang besar seperti para koruptor yang 

telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa 

dibeli, maka tak heran kalau banyak para 

terdakwa yang telah diputus bersalah 

tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan 

ada yang bisa menjadi calon presiden. 

Akibat-akibat korupsi tanpa 

memperhatikan apakah akibat-akibat itu 

baik atau buruk bisa dikategorikan 

menjadi dua: 

1) Akibat-akibat langsung tanpa 

perantara. Ini adalah akibat-akibat 

yang merupakan bagian dari 

perbuatan itu sendiri. 

2) Akibat-akibat tak 

langsungmelalui mereka yang 

merasakan bahwa perbuatan 

tertentudalam hal ini perbuatan 

korupsitelah dilakukan. 

Korupsi bisa memiliki akibat yang 

positif disamping kebanyakan berakibat 

negatif, akibat korupsi yang positif : 

1. Akibat perbuatan korupsi 

lebihbaik daripada akibat-akibat 

suatu keputusan yang jujur 

apabila kriteria yang ditetapkan 

oleh pemerintah atau 

berdasarkansystem yang sedang 

berlaku, lebih jelek daripada 

keputusan yang didasarkan atas 

korupsi, 

2. Memperbanyak jatah sumber-

sumber masuk ke bidang 

penanaman modal dan tidak ke 

bidang konsumsi, 

3. Meningkatkan mutu para pegawai 

negeri, 

4. Sifat kolutif dalam penerimaan 

pegawai negeri dapat menjadi 

pengganti sistem pekerjaan 

umum, 

5. Membuka jalan untuk memberi 

mereka atau kelompok-kelompok, 

yang akan mengalami akibat jelek 

jika tidak ikut dalam kekuasaan, 

suatu tempat dalam sistem yang 

tengah berlaku, 

6. Memperlunak sistem masyarakat 

tradisional yang berusaha keras 

mengubahnya menjadi 

masyarakat bersendi barat, 

7. Memberijalan memperlunak 

kekerasan suatu rencana 

pembangunan ekonomi dan sosial 

susunan golongan elit, 

8. Di kalangan ahli-ahli politik, 

korupsi mungkinberlaku sebagai 

pelarut soal-soal ideology atau 

kepentingan-kepentingan yang 

tak dapat disepakati, dani, 

9. Dalam negara-negara yang 

sedang berkembang, korupsi 

dapat mengurangi ketegangan 

potensial yang melumpuhkan 

antara pemerintah dengan politisi 

Sementara akibat-akibat negatif 

yang ditimbulkan oleh korupsi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Merupakan kegagalan pemerintah 

untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang ditetapkannya waktu 

menentukan kriteria bagi berbagai 

jenis keputusan, 

2. Menyebabkan kenaikan biaya 

administrasi, 

3. Jika dalam bentuk komisi akan 

mengakibatkan berkurangnya 

jumlah dana yang seharusnya 

dipakai untuk keperluan 

masyarakat umum, 

4. Mempunyai pengaruh buruk pada 

pejabat-pejabat lain dari aparat 

pemerintahan, 

5. Menurunkan martabat penguasa 

resmi, 

6. Memberi contoh yang tidak baik 

bagi masyarakat, 

7. Membuat para pengambil 

kebijakan enggan untuk 
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mengambil tindakan-tindakan 

yang perlu bagi pembangunan 

tetapi tidak populis, 

8. Menimbulkan keinginan untuk 

menciptakan hubungan-hubngan 

khusus 

9. Menimbulkan fitnah dan rasa 

sakit hati yang mendalam, 

10. Menghambat waktu pengambilan 

keputusan. 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, 

maka penulis dapat disimpulkan hasil 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Tindak pidana korupsi bagi 

grafitasi timbul karena lemahnya 

pengawasan di daerah terhadap 

pejabat setempat yang 

mempunyai wewenang untuk 

suatu kegiatan anggaran 

daerah.Upaya refresif penegakan 

hukum terhadap tindak pidana 

gratifikasi dengan cara 

melakukan sosialisasi mengenai 

gratifikasi secara intensif ke 

seluruh elemen masyarakat, dan 

melakukan pengawasan terhadap 

kekayaan Pejabat Negara. 

2. Tindak pidana korupsi gratifikasi 
selalu berubungan erat dengan 

jabatan seseorang, untuk itu 

keberadaan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) muncul sebagai 
benteng terkuat dalam upaya 

pemberantasan korupsi. Lembaga 

independen ini berhasil 
mempertahankan integritasnya di 

tengah melorotnya integritas 

lembaga penegak hukum lain.. 
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